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KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH YANG DITANGANI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Skripsi Oleh: Rahmi Yenni
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ABSTRACT

This research aims to analyze the role of investigative audits by the Supreme Audit
Board (BPK) upon the request of the Corruption Eradication Commission (KPK) in
handling corruption cases involving regional heads. The method used is qualitative
with data analysis using content analysis on 20 court decision documents related to
corruption cases involving regional heads obtained from the Supreme Court
Directory website. The results show that in corruption cases involving governors, no
role of investigative audits was found, while in corruption cases involving
regents/mayors, requests for investigative audits by the KPK to the BPK or BPKP
were found. These findings implicate the minimal role of investigative audits, despite
investigative audits being necessary to calculate state financial losses resulting from
corruption crimes.

Keywords: Investigative Audit, Corruption Crime, State Financial Loss,
Calculation of State Financial Loss, Compensation Payment.




ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit investigasi oleh BPK atas
permintaan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kepala
daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data
menggunakan metode analisis isi terhadap 20 dokumen putusan terkait kasus
korupsi kepala daerah yang diperoleh dari website Direktori Mahkamah Agung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus korupsi yang melibatkan
gubernur tidak ditemukan peran audit investigasi, sementara pada kasus korupsi
yang melibatkan bupati/walikota ditemukan adanya permintaan audit investigasi
oleh KPK kepada BPK atau BPKP. Temuan tersebut mengimplikasikan
minimnya peran audit investigasi, padahal audit investigasi diperlukan untuk

menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Audit Investigasi, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan

Negara, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Uang Pengganti.




